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ABSTRAC 
 
There is no denying that a variety of environmental cases that occur now 
both at national and at global scope based largely on human perlaku, this paper 
highlights the environmental crisis that occurred in Indonesia and one of the 
fundamental problems in the management of the environment and natural 
resources rights -hak environmental and environmental justice.  
This paper is the result of the study or review of the literature on the 
phenomenon of environmental damage both locally and globally, based on the 
facts on the ground. Finally, we need to realize that the idea to create the 
environment and the welfare of local communities need to be transformed into a 
strategy and movement, 1) the issue of water; 2) land; 3) air; 4) mineral / mining; 
5) forest; 6) marine and coastal; 7) settlement; 8) cultural landscape; and 9) 
animals and other creatures. These groupings will be useful to fight for the 
principles of right and justice in the real movements, as far as not looking at each 
sector of the segmentary / partial that is first is to make structural changes in 
regulatory framework and political practices of natural resource management. 
Both are pengkuatan local institutions and farmers.  
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A. PENDAHULUAN 
Tidak dapat disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi 
sekarang ini baik pada lingkup nasional maupun pada lingkup global sebagian 
besar bersumber pada perlaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan 
seperti dilaut, hutan sungai, atmosfer, air dan tanah bersumber pada perilaku 
manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri 
sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran 
lingkungan.  
Tulisan ini menyoroti tentang krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia 
serta salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan lingkungan dan 
sumberdaya alam yakni hak-hak lingkungan dan keadilan lingkungan (rights to 
environment and environmental justice). Paper ini berargumen bahwa sementara 
dari aspek etika, diperlukan perubahan cara pandang yang fundamental dalam 
melihat krisis lingkungan dan hubungannya dengan manusia, perlu pula 
dipertimbangkan  pandangan “political ecology” yang melihat krisis lingkungan 
sebagai perwujudan dari ketimpangan dalam alokasi kekuasaan dan kapital. Dari 
sisi etika, diperlukan cara pandang baru yang kritis terhadap kehidupan itu sendiri, 
khususnya terhadap bentuk-bentuk kehidupan yang sangat materialistis dan 
hedonis. Dari pandangan “political ecology”, paper ini melihat bahwa pemerintah 
mempunyai peran penting dalam proses akumulasi atas pemilikan, penguasaan, 
dan  pemanfaatan sumberdaya alam oleh sekelompok kecil kapital disatu sisi, 
serta proses marginalisasi masyarakat lokal di sisi lain. Isu tentang “rights to 
environment and environmental justice” harus terus diperjuangkan, agar 
masyarakat kebanyakan tidak terus termarginalisasi oleh proses globalisasi dan 
perdagangan bebas. Melalui kesadaran akan "rights to environment and 
environmental justice" kebutuhan dan tuntutan akan lingkungan yang baik dari 
masyarakat akan terus meningkat dan seterusnya akan meningkatkan partisipasi 
mereka dalam mewujudkan lingkungan yang baik. Sementara itu, desakan agar 
pemerintah melakukan reformasi pengelolaan sumber daya alam juga perlu terus 
dilakukan untuk menjamin hak-hak masyarakat dan keadilan lingkungan. 
Akhirnya, paper ini menyarankan perlunya dibangun satu “gerakan lingkungan” 
65 
 
yang dilandasi oleh satu etika lingkungan baru yang lebih sehat dan memandang 
hubungan antara manusia dengan alam lebih sejajar dan saling tergantung.  
 
1. Indonesia: Kaya Tapi Krisis 
Sebagai satu negara dengan kekayaan dan keragaman alam dan budaya yang 
luar biasa, patutlah kalau Indonesia dikatakan sebagai Negara “mega bio-
diversity” (kedua setelah Brasil). Dengan luas daratan sebesar “hanya” 1,5% dari 
seluruh luas permukaan bumi ini, Indonesia merupakan tempat yang 
menyumbangkan lebih dari 10% tumbuh-tumbuhan di dunia, lebih dari 10.000 
spesies pohon tegak di dunia, dan sekitar 25.000 sampai 30.000 spesies tumbuhan 
berbunga.  Perlu juga diingat bahwa Indonesia memiliki 42 ekosistem darat dan 5 
ekosistem yang khas dan kita mempunyai 81.000 Km garis pantai yang indah dan 
kaya. Luas ekosistem mangrove di Indonesia mencakup sekitar 22% dari seluruh 
luas mangrove di dunia. Hutan mangrove di Indonesia juga mempunyai 
keragaman jenis yang tertinggi di dunia. Dari segi keaneka-ragaman zoology, 
sebagai misal, Indonesia memiliki 17% seluruh spesies di dunia, 12% mamalia di 
dunia, 15% aphibi dan reptile, 17% burung, dan 37% ikan (The Nature 
Conservancy, 2005).  
Angka angka di atas dapat diperpanjang, tapi yang paling esensial adalah 
bahwa Indonesia memang benar-benar satu Negara mega-biodiversity yang luar 
biasa patut disyukuri. Kendati demikian disaat yang sama, perlu diingat dan terus 
dikumandangkan dengan lantang bahwa telah terjadi berbagai kerusakan dan 
degradasi lingkungan yang luar biasa dan mengancam keberlanjutan Indonesia.  
Di sektor kehutanan, sebagai misal, telah terjadi deforestrasi yang 
meningkat dalam beberapa dekade ini. Sebagaimana dilaporkan oleh Bank Dunia 
(2003), dan Departemen Kehutanan, tingkat kerusakan hutan di Indonesi telah 
mencapai lebih dari dua juta hektar per tahun. Secara total, luas hutan kita 
mengalami pengurangan yang sangat signifikan. Apabila pada tahun 1950, 
terdapat 162 juta hektar hutan di Indonesia, pada tahun 1985, hutan kita tinggal 
119 juta hektar. Angka ini terus mengalami penyusutan, karena  pada tahun 2000, 
hutan kita tinggal 96 juta hektar (cfr. Penebangan hutan oleh PT. Medco di 
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Merauke). Apabila tingkat kehilangan hutan ini terus terjadi sebesar  2 juta hektar 
per tahun, dalam kurun 48 tahun ke depan, seluruh wilayah Indonesia akan 
menjadi gurun pasir yang gundul dan panas.  
Wilayah pantai dan lautan kita juga terus mengalami kerusakan dan 
degradasi. Indonesia yang merupakan salah satu dari sedikit hot-spot terumbu 
karang di dunia, mengalami destruksi yang mengerikan. Data dari Bank Dunia 
menunjukkan bahwa saat ini sekitar 41% terumbu karang kita dalam keadaan 
rusak parah, 29% rusak, 25% lumayan baik, dan hanya 5% yang masih dalam 
keadaan alami. Begitu juga menyangkut kawasan mangrove atau hutan bakau, 
sekitar 50% hutan bakau di Sulawesi telah hilang (sebagian diantaranya berubah 
menjadi kawasan tambak udang/ikan. Conf. Makassar). Lebih lanjut, banyak 
wilayah perairan kita juga sudah mengalami degradasi, sebagian telah mengalami 
”over fishing.” Beberapa kawasan juga telah mengalami pencemaran, khususnya 
di kawasan-kawasan yang sibuk dengan kegiatan pelayaran (Selat Malaka), atau 
perairan yang bersinggungan dengan kota-kota besar (perairan teluk Jakarta, 
Surabaya, Makassar dll.).  
Implikasi dari semua proses kerusakan dan degradasi lingkungan 
sebagaimana dikemukakan di atas adalah ancaman yang serius terhadap 
keanekaragaman hayati yang menjadi keunggulan Indonesia. Untuk mamalia, 
misalnya, terdapat sekitar 112 jenis yang terancam punah di Indonesia. Sementara 
untuk burung, terdapat sekitar 104 jenis yang juga mengalami ancaman serius.  
Daftar krisis lingkungan tersebut masih dapat diperpanjang lagi dengan 
kerusakan lingkungan akibat tambang perusahan asing besar (dengan mitranya di 
Indonesia) seperti di Timika oleh PT. Freeport, di Minahasa oleh PT. Newmount,  
di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat oleh PT. Placer Dome, pembabatan 
hutan di Papua Selatan oleh PT. Medco dll.  Singkatnya, Indonesia sebagai negara 
mega-biodiversity memanglah tidak dapat dipungkiri keberadaanya. Namun pada 
saat yang sama, terjadi berbagai kerusakan dan degradasi lingkungan yang terus 
terjadi secara cepat dan rasanya belum dapat dikendalikan. Kesimpulannya:  
Indonesia mengalami krisis lingkungan yang luar biasa yang apabila tidak 
ditangani akan menimbulkan bencana yang besar (sudah terbukti), tidak saja pada 
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lingkungan itu sendiri, tapi juga pada masa depan dua ratus juta lebih penduduk 
Indonesia. Pertanyaannya: apa yang salah dengan pengelolaan lingkungan di 
Indonesia selama ini?  
 
2. Pengelolaan Lingkungan di Indonesia; Quo Vadis 
a. Dampak Ideologi Developmentalisme  
Apa yang telah dideskripsikan diatas sama sekali tidak dapat di lepaskan 
dari kebijakan pemerintah dalam ekonomi dunia secara umum. Sejak tahun 1980-
an, agenda politik lingkungan hidup mulai dipusatkan pada paradigm 
pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1992 dalam Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, paradigma pembangunan berkelanjutan 
diterima sebagai agenda politik pembangunan untuk semua negara didunia. 
Meskipun telah ditetapkan namun paradigma ini menimbulkan banyak masalah. 
Masalah yang paling utama adalah paradigm ini menegaskan kembali ideology 
developmentalisme dengan focus utama pada pertumbuhan ekonomi. Hasilnya 
sudah dapat ditebak, pengrusakan dan eksplotasi sumberdaya alam dengan segala 
dampak negatifnya bagi lingkungan hidup, baik kerusakan sumberdaya alam 
maupun pencemaran lingkungan hidup. Karena paradigm ini merupakan 
kebijakan pembangunan, maka segala kebijakan dan keputusan yang berhubungan 
dengan pertumbuhan ekonomi, dan eksploitasi terhadap sumberdaya alam 
semuanya dikendalikan oleh pemerintah dengan mitra-mitra swastanya. 
Kesimpulannya: pengelolaan sumberdaya - dengan alasan pertumbuhan ekonomi - 
semuanya diatur oleh pemerintah alias bersifat elitis bukan horizontal.  
Melihat “kegagalan” dari implementasi paradigma pembangunan 
berkelanjutan diatas, pertanyaanya: Apa yang salah? Kesalahan terutama adalah 
paradigma ini mengorbankan aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup demi 
pembangunan ekonomi. Seharusnya kedua aspek ini juga mendapat perhatian 
yang sama bobotnya dengan pembangunan ekonomi.  
Dengan ini, kritik yang ingin disampaikan adalah bahwa ada kekeliruan 
sangat fundamendal dalam paradigma pembangunan yang selama ini berlaku, 
karena menganggap pembangunan ekonomi dengan sasaran utama pada 
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pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya yang paling utama dalam 
pembangunan nasional. Pola developmentalisme yang mengutamakan 
pertumbuhan dan kemajuan ekonorni harus ditinggalkan dan diganti dengan 
sebuah pendekatan pembangunan yang lebih holistik dan integratif dengan 
memberi perhatian serius kepada pembangunan sosial-budaya dan lingkungan 
hidup. Ini terutama karena kemajuan ekonomi yang dicapai selama ini telah 
membawa kerugian yang sangat mahal di sisi sosial-budaya dan lingkungan 
hidup. Kehancuran sosial-budaya dan lingkungan hidup menyebabkan negara dan 
masyarakat membayar mahal, bukan saja dalam hitungan nilai finansial melainkan 
juga dalam bentuk kehancuran kekayaan sosial-budaya dan kekayaan sumber daya 
alam dan lingkungan hidup. 
Dampak lanjutannya adalah, pertama, terjadi kemiskinan yang semakin 
mendalam di banyak negara sedang berkembang, tidak saja karena kekayaan 
sumber daya alamnya terkuras habis untuk membayar utang luar negerinya. Lebih 
dari itu, karena kemerosotan sumber daya alam itu membuat mereka semakin 
tidak mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Tingkat pendidikan tetap 
rendah, karena tidak mampu membayar untuk pendidikan yang lebih baik bagi 
anak-anaknya. Kedua, timbul berbagai penyakit yang terkait langsung dengan 
mutu kehidupan yang semakin menurun di satu pihak dan dampak dar i berbagai 
pencemaran lingkungan hidup di pihak lain( cfr. Kasus warga Teluk Buyat yang 
terkena limbah buangan PT. Newmount). Ketiga, kehancuran sumber daya alam 
dan keanekaragaman hayati membawa pengaruh langsung bagi kehancuran 
budaya masyarakat di sekitarnya yang sangat tergantung hidupnya dari 
keberadaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati tersebut. Akibatnya, 
cara berpikir dan cara hidup mereka dengan segala kekayaan budayanya juga 
terancam, bersama terancamnya eksistensi mereka oleh punahnya 
keanekaragaman hayati itu.  
Dari segi lingkungan hidup, kita menghadapi problem-problem serius 
seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, kebakaran hutan, pencurian kayu, 
kerusakan terumbu karang, pencemaran pesisir dan laut, perdagangan satwa liar, 
banjir dan longsor, dan sebagainya. Ini semua merupakan dampak yang dibayar 
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sangat mahal dari terabaikannya aspek lingkungan hidup dalam keseluruhan 
proses pembangunan. Ini belum termasuk gangguan penyakit dan menurunnya 
kualitas kehidupan manusia akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. 
Dalam pandangan Macionis dikatakan bahwa manusia dan lingkungan memiliki 
hubungan kausalitas yang sangat kuat. Oleh karena itu masalah kerusakan 
lingkungan adalah masalah yang tidak muncul dengan sendirinya, melainkan 
karena akibat tindakan khusus yang yang dibuat oleh manusia (Bertens: 2004).  
 
b. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan  
Menengok kembali perjalanan kebijakan dan pembangunan nasional selama 
ini, khususnya di sektor lingkungan dan pertanahan/agraria, kita dapat 
mengatakan bahwa pemerintah telah menjadi instrumen penting dalam kerusakan 
lingkungan dan proses marginalisasi masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat dari 
proses pembangunan kapitalisme di sektor agraria yang secara langsung maupun 
tidak langsung menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan dan 
termarginalisasinya masyarakat lokal di Indonesia. Fauzi (1999), menjelaskan 
bahwa paling tidak terdapat tiga program pembangunan utama pemerintah yang 
memfasilitasi proses tersebut yakni: (1) revolusi hijau; (2) eksploitasi hutan; dan 
(3) pengembangan agro industri.  
Sebagaimana telah banyak didokumentasikan oleh kelompok-kelompok 
LSM yang tergabung dalam Konsursium Pembaruan Agraria (KPA), proses 
revolusi hijau yang dipacu sejak orde baru memang telah berhasil meningkatkan 
produksi makanan, khususnya beras secara kuantitatip. Meskipun demikian, 
proses tersebut sebenarnya tidak benar-benar mengangkat kesejahteraan petani, 
khususnya petani miskin dengan pemilikan tanah kecil serta buruh tani. Proses 
sentralisasi pengambilan keputusan serta pengelolaan input dan proses produksi 
oleh lembaga pemerintah (mulai dari benih, pupuk, pemasaran dll.) menyebabkan 
proses pelemahan institusi dan individu masyarakat petani. Petani sama sekali 
tidak mempunyai kontrol dalam keseluruhan proses pemanfaatan tanah, sementara 
institusi asli masyarakat petani yang mandiri dipinggirkan dan diganti dengan 
institusi baru yang sentralistis dan otoriter (Husken dan White, 1989).  
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Program eksploitasi hutan yang digenjot sejak orde baru juga jelas-jelas 
menunjukkan proses kapitalisme yang tak terkontrol di bidang pemanfaatan 
sumber daya yang mempunyai implikasi pada proses marginalisasi masyarakat 
lokal. Khususnya sejak diundangkannya UU.No. 5 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dimulailah proses sentralisasi pengelolaan 
hutan oleh pemerintah. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang 
berlebih pada pemerintah untuk memberikan Hak Penguasaan Hutan (HPH) pada 
pihak swasta (dalam maupun luar negeri); biasanya dilakukan dengan 
mengabaikan hak-hak penduduk lokal. Sebagaimana telah banyak 
didokumentasikan dalam berbagai tulisan, proses eksploitasi hutan, khususnya 
melalui pemberian HPH, tidak saja menjadi penyebab kerusakan jutaan hektar 
hutan di Indonesia, melainkan juga tidak memberi kesempatan berkembangnya 
masyarakat lokal sebagai pemilik utama sumber daya. Hak-hak masyarakat adat 
sama sekali tidak mendapat tempat dalam proses eksploitasi hutan ini.  
Program pembangunan agro industri dan pertambangan juga menunjukkan 
proses kapitalisme sektor agraria yang hanya menguntungkan sekelompok kecil 
masyarakat, khususnya mereka yang memiliki modal dan kekuasaan. Di bidang 
agro- industri, khususnya melalui Program Perusahaan Inti Rakyat (PIR) telah 
terjadi proses penetrasi pemilik modal besar terhadap petani-petani kecil melalui 
hubungan yang seakan-akan saling menguntungkan, akan tetapi sesungguhnya 
sangat eksploitatip.  Lebih lanjut, proses pembangunan di bidang pertambangan 
juga memfasilitasi tidak saja kerusakan lingkungan tetapi juga menghilangkan 
kesempatan penduduk lokal untuk mengenyam manfaat sumber daya yang mereka 
miliki.  
Singkatnya, proses-proses pembangunan  yang selama ini dilakukan justru 
memfasilitasi proses perusakan lingkungan dan penetrasi kapital pada petani 
lemah dan masyarakat lokal. Negara, dengan kekuasaanya yang terlalu besar, 
didukung oleh perangkat hukum (bdk. UU Kehutanan 1967), serta difasilitasi oleh 
struktur birokrasi yang kuat dan otoriter, diback-up oleh kekuatan politik dan 
militer yang besar, menjadi instrumen penting dalam proses pelemahan dan 
marginalisasi masyarakat lokal.  Kita bisa berbicara banyak tentang pembangunan  
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berkelanjutan sebagai satu tujuan pengelolaan lingkungan, akan tetapi, apabila 
proses kapitalisme agraria sebagaimana diilustrasikan di atas tidak dikoreksi dan 
dikontrol, ide pembangunan berkelanjutan jelas akan sulit diwujudkan.  
Sebagaimana diketahui, proses desentralisasi dan otonomi daerah telah 
diawali dengan diundangkannya UU no. 22 tahun 1999. Terdapat beberapa 
perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berlakunya 
kedua UU tersebut. Dalam konteks persoalan pengelolaan sumber daya ya ng 
basisnya adalah pengelolaan tanah yang efisien dan adil, otonomi daerah paling 
tidak akan membuka peluang bagi daerah untuk melakukan negosiasi dan 
perlawanan dengan pusat yang selama ini berkolaborasi dengan kapital untuk 
mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia lokal.  
Meskipun demikian, otonomi daerah tidak menjamin secara langsung 
kesejahteraan masyarakat lokal dan petani karena otonomi daerah tidak 
memberikan perhatian yang khusus terhadap isu penting pengelolaan lingkungan 
yakni masalah “rights to environment and environmental justice” yang 
menyangkut hak-hak rakyat dan masyarakat lokal. Dengan kata lain, proses 
desentralisasi tidak akan membawa banyak manfaat apabila ia tidak melihat 
urgensinya pembaharuan dan reformasi pertanahan sebagai syarat mutlak 
pengelolaan sumber daya yang adil. Diperlukan kesadaran dan kemauan politik 
pemerintah daerah untuk mengagendakan reformasi pertanahan di daerah yang 
bertujuan untuk menjamin hak-hak hidup masyarakat lokal/daerah, khususnya 
melalui jaminan atas kontrol dan akses terhadap tanah sebagai sumber utama 
produksi sebagian besar masyarakat lokal.  
 
3. Krisis Lingkungan dan Etika Lingkungan 
Bahwa lingkungan di Indonesia telah mengalami krisis merupakan satu 
fakta yang harus dipahami dan disadari. Dan bahwa kris is tersebut akan 
mengancam keberlanjutan Indonesia, merupakan satu premis yang penting untuk 
direnungkan dan direspon. Persoalannya adalah dimana akar sebabnya?  
Sebagaimana kita ketahui, ideologi pembangunan yang materialistik selama 
ini telah mendorong proses-proses pembangunan yang luar biasa. Capaian 
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pembangunan yang materialistik tersebut juga harus diakui membawa benyak 
manfaat bagi umat manusia dan peradaban. Pada saat yang sama, akan tetapi, 
capaian pembangunan tersebut harus diakui belum membawa kesejahteraan pada 
seluruh umat manusia. Bahkan cenderung terjadi gap yang cukup dalam dan lebar 
antara mereka yang over consumption dan mereka yang under consumption. 
Dalam perspektip ini, menjadi penting kemudian melihat kembali etika 
lingkungan yang mendasari proses-proses pembangunan tersebut.  
Sebagaimana banyak dikaji dalam literur, terdapat dua kubu ekstrem  etika 
lingkungan yang dapat dipertentangkan. Pandangan pertama biasa dikenal dengan 
pandangan anthropocentris, yang menekankan pada manusia sebagai subjek 
utama dunia dan harus mendapat prioritas dalam pemanfaatan lingkungan dan 
sumber daya. Dalam pandangan ini, proses-proses pembangunan dan implikasinya 
terhadap lingkungan dipandang sebagai satu keniscayaan, sejauh proses-proses 
pembangunan tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia. Pandangan in 
mewarnai dan menjiwai proses-proses pembangunan yang eksploitatip selama ini, 
dan seringkali juga digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi setiap keputusan 
pembangunan yang dilakukan manusia. Dalam banyak kasus, pandangan ini juga 
dipakai manusia untuk menjustifikasi motiv dan tindakan serakahnya, dan 
implikasinya tentunya adalah pengorbanan dan kerusakan lingkungan.  
Pandangan kedua merupakan respon yang kritis terhadap pandangan 
pertama, berakar pada pandangan deep ecology. Pandangan deep ecology 
merupakan pandangan yang amat menekankan pada kepentingan dan kelestarian 
lingkungan alam. Pandangan ini dilandaskan pada etika lingkungan yang kritikal, 
dan mendudukkan lingkungan tidak saja sebagai objek moral, tetapi subjek moral, 
sehingga harus diperlakukan sederajat dengan manusia. Pandangan ini 
mengingkari pandangan yang melihat lingkungan sebagai objek moral dan 
mempunyai juga hak.  Pengakuan terhadap lingkungan sebagai moral subyek 
mempunyai implikasi bahwa prinsip-prinsip justice juga harus diberlakukan 
dalam konteks hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai sesama moral 
subyek. Termasuk disini isu tentang “animal rights.“ Dalam padangan ini, proses-
proses pembangunan harus sejak awal melihat implikasinya terhadap lingkungan, 
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karena setiap proses pembangunan akan melibatkan perubahan dan pemanfaatan 
lingkungan dan sumber daya (yang diperlakukan sebagai subjek moral).  
Ide-ide pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan sejak awal tahun 
1970an, sejatinya mencoba mempertemukan dua kutub pandangan tentang 
lingkungan sebagaimana dikemukakan di atas. Ide- ide pembangunan 
berkelanjutan berlandaskan pada konsep bahwa, kalaulah tidak setara, lingkungan 
dan manusia harus diperlakukan sebagai dua subjek yang saling terkait dan 
memerlukan. Proses-proses pembangunan, dengan demikian, dapat d iorientasikan 
pada kepentingan manusia, akan tetapi tidak berarti pembenaran terhadap 
pengorbanan dan kerusakan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berprinsip 
bahwa proses-proses pembangunan dapat dilakukan dengan arif dan kehati-hatian, 
agar lingkungan itu sendiri tidak mengalami kerusakan dan dapat terus menjamin 
dan menopang kehidupan manusia. Lebih lanjut, pembangunan juga harus 
mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sesama dan lintas generasi.  
Pada hematnya, pembangunan berkelanjutan sesungguhnya merupakan 
wacana moral dan kultural. Hal ini disebabkan karena yang menjadi persoalan 
utama adalah pada bentuk dan arah peradaban seperti apa yang akan 
dikembangkan manusia di planet bumi ini. Pertanyaan in tentunya merupakan 
pertanyaan moral dan kebudayaan yang tidak mudah untuk dijawab, akan tetapi 
memerlukan pemikiran yang serius dan menerus. Apapun bentuk peradaban yang 
akan kita bangun, telah menjadi semakin jelas bahwa penduduk planet bumi yang 
sudah mencapai hampir 6 milyard ini tidak akan dapat semuanya hidup 
sebagaimana tingkat dan gaya hidup masyarakat di negara-negara maju yang 
materialistis. Oleh karenanya, diperlukan satu bentuk peradaban baru yang lebih 
baik, tidak boros dan materialistik, yang dapat ditopang oleh ketersediaan sumber 
daya yang ada di bumi ini. Disinilah diperlukan satu terobosan kebudayaan dan 
peradaban untuk menyelamatkan dan mengembangkan kehidupan manusia.  
Persoalannya adalah bagaimana landasan etika ini dapat mewujud menjadi 
satu tindakan yang nyata untuk perubahan? Apakah pendekatan etika lingkungan 
dapat dapat membawa perubahan pada aras individu, kelompok individu, dan 
masyarakat secara luas? Adakah jaminan bahwa perubahan pemahaman dan 
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kesadaran akan begitu saja mewujud menjadi satu tindakan dan gerakan bersama? 
Memang, etika penting dan mendasar, akan tetapi bagaimana etika dapat 
mendorong dan menjamin tindakan dan gerakan nyata adalah persoalan lain. 
Dalam  konteks ini kita tampaknya harus mendekatinya dari pendekatan political 
ecology, sebagaimana akan diuraikan berikut ini. 
 
4. Pendekatan Rights dan Justice dalam Pengelolaan Lingkungan 
Sebagaimana dikemukakan Rawls (1995), diperlukan apa yang ia sebut 
sebagai konsep “politik ekologi” (political ecology) yakni upaya untuk mengkaji 
sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks daripada sekedar sistem 
bio-fisik, yakni menyangkut distribusi kekuasaan dalam satu masyarakat 
(Eckersley, 1992). Pendekatan ini didasarkan atas pemikiran tentang beragamnya  
kelompok-kelompok kepentingan dalam pengelolaan lingkungan yang masing-
masing mempunyai persepsi dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. 
Dengan kata lain, pendekatan ini menyadari pluralitas sistem sosial-politis sebagai 
komponen utama lingkungan serta implikasinya bagi proses-proses perubahan dan 
pengelolaan lingkungan. Pendekatan political ecology membantu untuk 
memahami lebih jauh proses sebab akibat perubahan lingkungan serta mengapa 
terjadi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya.  
Pendekatan ini sangat penting dipahami oleh karena melalui pendekatan ini 
kita dapat melihat isu- isu pengelolaan lingkungan dalam perspektip yang lain, 
khususnya menyangkut isu “rights to environment” dan “environmental justice. ” 
Dalam konteks ini, diskusi tentang right to environment dan environmental justice 
tampaknya tidak bisa dipisahkan karena keduanya seperti dua sisi dari satu keping 
mata uang. Konsep tentang right merujuk pada kebutuhan minimum/standar 
individual terhadap obyek-obyek right (misalnya: hak untuk hidup, hak bersuara, 
hak berserikat, dan hak untuk lingkungan), sementara konsep justice menekankan 
pada  alokasi pemilikan dan penguasaan atas obyek-obyek right. Konsep justice 
dengan demikian merujuk pada persoalan-persoalan relasional antar individu dan 
antar kelompok. 
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Diskusi tentang dua hal ini juga harus didasarkan pada konsep-konsep yang 
mendasar tentang right dan justice. Sebagaimana dapat dilacak di literature, 
konsep tentang right dan justice dapat dibedakan atas dua kutub yakni pandangan-
pandangan yang sifatnya universal/absolut dan pandangan-pandangan yang local 
atau relatif. Pandangan universal/absolute tentang right dan justice berasumsi 
bahwa terdapat norma-norma dan prisnip-prinsip dasar tentang rigt dan justice 
yang dapat dipakai untuk seluruh manusia terlepas dari ragam, tempat, kultur, 
agama, dan gender. Konsep dan aplikasi right dan justice akan sangat tergantung 
pada sistem sosial dan kultur masyarakat pada setting tempat dan waktu yang 
spesifik. Pertanyaan yang relevan dengan penjelasan diatas adalah apakah proses 
globalisasi yang semakin meningkat ini  menuntut kita untuk sepenuhnya  
mengikuti pandangan-pandangan universal atau absolut tentang right dan justice.  
Lebih lanjut, konsep-konsep tentang right dan justice juga dapat dipilahkan 
atas dua pendekatan yakni substansial dan prosedural. Pendekatan substansial 
tentang right dan justice mempersoalkan: pertama, obyek dari right dan justice itu 
sendiri, kedua, tentang alokasi dari obyek-obyek tersebut, misalnya: standar-
standar minimum yang dibutuhkan manusia terhadap obyek-obyek tersebut dan 
batas-batas maksimal pemilikan dan penguasaan  terhadap obyek-obyek tersebut. 
Pendekatan prosedural tentang right dan justice menekankan pada proses dan 
prosedur untuk mendapatkan obyek dari right dan justice. Pendekatan ini 
menekankan pada fairness dan opportunity untuk semua pihak. Di dalam teori-
teori tentang right pendekatan ini disebut sebagai “negatif right” dan prosedural 
justice. Pendekatan ini lebih menekankan pada akses daripada output. Persoalan 
yang dihadapi adalah pendekatan mana yang akan kita pilih dan kembangkan. 
Dalam konteks situasi dan kondisi masyarakat yang sangat beragam atau plural 
beberapa pihak cenderung mengkedepankan pendekatan-pendekatan prosedural 
karena pendekatan ini lebih mengakomodasi perbedaan dan keragaman. Akan 
tetapi pendekatan prosedural dipertanyakan karena ketidakmampuanya untuk 
menyelesaikan isu- isu ketimpangan, dominasi, dan penyisihan.  
Pilihan atas konsep right dan justice sangat strategis oleh karena akan 
berimplikasi pada peranan Negara terhadap dua hal tersebut. Pilihan terhadap 
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konsep negatif right dan procedural justice, misalnya, berimplikasi pada konsep 
dan peran negara yang procedural (liberal), dimana kewajiban Negara lebih pada 
menjamin terwujudnya proses dan prosedur dalam menjamin right dan justice. 
Sementara pilihan atas konsep substansial right dan justice akan berimplikasi pada 
peran negara yang distributif dan alokatif, dimana negara mempunyai kewajiban 
untuk menjamin hak-hak masyarakatnya dan mengalokasikan pemilikan serta 
penguasaan obyek-obyek right. 
Merujuk pada pemikiran diatas, konsep tentang right to environment secara 
sederhana dapat diartikan sebagai penerapan hak-hak dasar manusia terhadap 
objek right, dalam hal ini environment. Persoalannya adalah apa itu environment? 
Dan apa itu natural resources?. Pemilahan atas right to environment dan natural 
resources sebenarnya cukup problematik karena keduanya tak terpisahkan, 
meskipun dapat dibedakan. Penggunaan right to environment dan environmental 
justice mungkin lebih tepat dengan pemikiran bahwa right to environment 
merujuk pada kebutuhan dasar lingkungan individu yang universal. Sementara 
environmental justice menekankan pada  aspek-aspek penguasaan, pemilikan, 
dominasi, dan penyisihan yang terjadi diatas hubungan-hubungan relasional antar 
individu atau kelompok masyarakat dalam kaitannya dengan natural resources.  
Penting diingat bahwa eksplorasi terhadap konsep dan aplikasi right to 
environment dan envrionmental justice harus pula didasarkan atas landasan-
landasan etika lingkungan yang jelas. Pandangan yang terlalu menekankan pada 
anthropocentric akan mempunyai implikasi pada perumusan konsep right to 
environment dan environmental justice yang hanya berorientasi pada manusia. 
Pandangan ini mengingkari pandangan yang melihat lingkungan sebagai moral 
subyek dan mempunyai juga hak.  Pengakuan terhadap lingkungan sebagai moral 
subyek mempunyai implikasi bahwa prinsip-prinsip justice juga harus 
diberlakukan dalam konteks hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai 
sesama moral subyek.  
Konsep right to envionment dan environmental justice juga harus 
mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan diantara generasi (intra-generational 
justice) dan lintas generasi (inter-generational justice). Sebagaimana telah 
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disepakati, konsep sustainable development menekankan baik dimensi diantara 
generasi maupun lintas generasi. Konsep right to environment dan environmental 
justice dengan demikian harus mengcakup dua isu ini secara proposional. Prinsip 
right to environment dan environmental justice lintas generasi lebih problematik 
karena menekankan pada hak-hak dan keadilan antar generasi yang perspektifnya 
berjangka panjang dan bersifat prediktif serta lebih subyektif.  
 
B. Gerakan Lingkungan: dari Ide ke Gerakan 
Sebagaimana dikemukakan oleh Eckersley (1992), kelestarian lingkungan 
dan keadilan lingkungan sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya 
merupakan satu koin dengan dua sisi. Yang penting menurut Eckersley adalah 
bagaimana kita memilih pendekatan yang paling pas  untuk memadukan 
keduanya. Dalam konteks negara-negara berkembang, Eckersley menawarkan 
bahwa pendekatan “human welfare ecology” mungkin paling tepat. Pendekatan ini 
menekankan bahwa kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak 
terjamin keadilan lingkungan, khususnya terjaminnya kesejahteraan 
masyarakatnya.  
Akhirnya, perlu disadari bahwa ide untuk mewujudkan kelestarian 
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal perlu ditransformasikan menjadi 
strategi dan gerakan. Pada tataran ini, mungkin bermanfaat mengkelompokkan 
isu-isu right to environment dan environmental justice atas kelompok-kelompok 
strategis berikut ini: 1) isu air; 2) tanah; 3) udara; 4) mineral/tambang; 5) hutan; 6) 
laut dan pesisir; 7) settlement; 8) cultural landscape; dan 9) hewan dan makhluk 
lain (isu animal rights). Pengelompokan ini akan bermanfaat untuk 
memperjuangkan prinsip-prinsip right dan justice dalam gerakan-gerakan nyata, 
sejauh tidak memandang masing-masing sektor secara segmentaris/parsial. Dua 
hal penting dilakukan dalam konteks ini.  
Pertama adalah dengan melakukan perubahan struktural kerangka 
perundangan dan praktek politik pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang 
lebih memberikan peluang dan kontrol bagi daerah, masyarakat lokal, dan petani 
untuk mengakses sumber daya alam. Strategi ini sangat krusial, terutama 
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menyangkut perubahan substansi hukum yang berkaitan dengan sumber daya 
alam (antara lain: pertanahan, kehutanan, pertambangan, dan kelautan) yang lebih 
memihak pada masyarakat lokal dan petani dan membatasi kewenangan negara 
yang terlalu berlebihan. Pada tataran praktek politiknya, perubahan ini menuntut 
peninjauan kembali hubungan-hubungan antara negara, kapital, dan masyarakat 
sipil, khususnya untuk lebih mengurangi kolaborasi negara dengan kapital.  
Kedua adalah pengkuatan institusi masyarakat lokal dan petani. Proses 
politik agraria selama ini yang cenderung memihak pada kapital dan politik 
pembangunan negara telah menjadikan masyarakat lokal dan petani sebagai 
kelompok yang tertindas, marginal, dan tuna kuasa.  Mengingat hal ini, proses 
pengkuatan institusi masyarakat lokal dan petani menjadi kemutlakan, oleh karena 
tanpa itu mereka akan tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan negosiasi dan 
perlawanan berkaitan dengan perjuangan mereka akan hak terhadap sumber daya.   
Perlu dicatat disini bahwa dua strategi di atas tidak dapat dilihat secara 
terpisah melainkan sebagai satu kesatuan yang sinergis. Perubahan struktural 
perundangan dan politik pengelolaan sumber daya alam saja tidak cukup apabila 
masyarakat lokal dan petani terus tak diberdayakan. Sebaliknya, penguatan dan 
pemberdayaan masyarakat lokal dan petani saja juga tidak cukup apabila tidak 
disertai perubahan kerangka hukum yang menyeluruh. Sebagaimana dikemukakan 
oleh Fakih (1999), perubahan kerangka hukum saja tidaklah cukup, diperlukan 
kesadaran dan ketrampilan politik rakyat, khususnya masyarakat lokal dan petani, 
untuk terus memperjuangkan hak-hak hidup dan sumberdaya mereka. LSM dan 
organisasi sosial lain mempunyai peran yang sangat krusial untuk meningkatkan 
ketrampilan politik rakyat dalam memperjuangkan “environmental justice and 
rights.”. 
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